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KATA PENGANTAR

Guna menjumin mutu pelayanan informasi publik yang diberikan kepada masyarakat, SMP
Megeri 36 Jakarta pertu menetaphan Standar Pelayanan Informasi Publik yang berisi spesifikasi
teknis tentang tolok ukur minimum atas jasa layanan informasi yang diberikan SMP Negeri 36
Jakarta kepada masyarakat umum berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan SMP
Negeri 36 Jakarta dalam rangka meningkatkan muty pelayanan bagi masyarakat di bidang
pendidikan. Dalam standar ini ditetapkan batasan layanan yang harus dipenuhi oleh SMP
Negeri 36 Jakarta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Selain digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelayanan publik, standar ini juga
menjadi acuan bagi SMP Negeri 36 Jakarta dalam menyusun perencanaan dan penganggaran
penyedizan sarana dan prasarana informasi publik. Meialul penerapan standar ini, diharapkan
pelayanan publik SMP Negeri 36 jakarta dapat diberikan secara tepat waktu, terukur dan
akurat,




SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BMP NEGERI 36 JAKARTA

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Nomor : 73 Tahun 2024
TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

SMP NEGERI 36 JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 36 JAKARTA

Menimbang

Mengingat

: 8. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakal untuk mewujudkan  keterbukaan
informasi, maka perlu memanfaatkan secara maksimal
teknologi informasi;

b. bahwa untuk mendukung hal tersebut, perlu dibentuk
tim untuk mengelola dan menyajikan data-data
informasi dan dokumentasi.

: 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1989 jo Undang -

Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang - Undang
Nomor 50 Tahun 2009,

2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 - 144/KMA/SK/I/2011;

3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;

4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor | Tahun 2010
tentang Standar Layanan [nformasi;

6. Hasil Kerja Rapat Kepala Sekolah dan Staff SMP Negeri
36 Jakarta.



Menetapkan
Kesatu

Kedua

Keempat

MEMUTUSKAN

: Surat Keputusan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi (PPID) sebagaimana terlampir : Lampiran |
tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID), Lampiran Il tentang Struktur Organisasi Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);

: Masing - masing Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi melaporkan tugasnya kepada Kepala
Sekolah secara berkala,

: Segala biaya yang ditimbul akibat dikeluarkannya surat

keputusan (SK) ini akan dibebankan kepada dana yang
relevan;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Jika
terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini,
maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.




Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala

SMP Negeri 36 Jakarta
Nomor : 73 Tahun 2024

Tanggal : 1 Juli 2024

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
SMP NEGERI 36 JAKARTA

| JABATAN DALAM |
No. NAMA JABATAN KEPANITIAAN
1. | Drs. Amin Trisnanto Kepala Sekolah Atasan PPID
Y . Wakil Kepala
Al e S8, | BidengSarana Ketua PPID
o & Prasarana
Wakil Kepala
3. | Dody Solih Setiawan, S.Kom. Bidang Wakil Ketua PPID
Akademik
4, g;um Ui Reharysat, Kasatpel Sekretaris PPID
: : , Bidang Penyelesaian
5. | Herwin Dahari, S.Pd. Staf Akademik =g
6. | Evi Kadarsih, S.Pd. Guru BK Bidang Pengadaan
7. | Febiana Amika P., 8.TP. Operator Bidang Pengarsipan
8. | Dheah Utari, S.Pd. Operator Bldang Dokumentasi
Bidang Pengelolaan
9. | Nadya Farhana, A.Md. Operator n 5
: Bidang Pelayanan
10. | Bungasi Silitonga Operator Informasi




A,

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang
Sebagai instansi pemerintahan, SMP Negeri 36 Jakarta dituntut untuk mampu

menjalankan reformasi birokrasi yang sast ini semakin gencar digulirkan. Reformasi
birokrasi di selalu diarahkan pada upaya uniuk memperbaharui dan menginovasi sistem
penyelenggaraan pemerintahun, terutama menyangkut aspek kelembagaan (organisasi),
ketstalaksanaan (bustnessprocess), sumber daya manusia sparatur, penguatan unit
organisasi, pengawasan intemal, dan penguatsn akuntabilitas kinerja instansi pemerintah,
Aspek-aspek tersebut diharapkan mampu menghasilkan keluaran berupa.: (1) organisasi
yang tepat fungsi dan tepat ukuwan (right sizing); (1) ketataloksanaan berupa sistem,
proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, dan sesuai dengan prinsip-
prinsip good govermance; (3) serta SDM yang berntegritas, kompeten profesional,
Untuk it perfu dibuat sustu Standar Pelayanan Informasi Publik di SMP Negeri 36
Jakarta dalam rangka mewujudkan SMP Negeri 36 Jakara sebagai badan publik yang
transparan, efeltif dan efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungiawabkan, serta untuk
menghasilksa layanan informasi yang berkualitas, perlu dilakukan kegiatan pemberian
informasi publik bagi masyarakat yang berkaitan dengan SMP Negeni 36 Jakarta.

Muaksud Dan Tujuan
Standar Pelayanan Informasi Publik ini disusun sebagai pedoman dalam memberikan

pelavanan infornnasi publik oleh SMP Negeri 36 Jakarta. Standar Pelayanan Informasi
Publik jugs digunakan untuk menjamin terlaksananya prosedur pelaksanann atas jasa
pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terpenuhinya kualitas pelayanan dalam
pelaksanzan josa pelayanan dan konsistensi perencanan, pelaksanaan, pemantauan dan
evaluasi atas pelaksansan jasa pelayanan. Standar pelsyanan tersebut dimaksudkan
sebagni perangkat untuk mendorong terwujudnya ransparansi dan akuntabilitas publik
dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Ruang Lingkup
Standar Pelayanan Informasi Publik merupakan standar pelavanan informasi SMP

Negeri 36 Jakarta yang minimum dspat diterima oleh pengguna setiop jenis layanan



kegiatan SMP Negeri 36 Jekarta. Standar pelayanan ini, berdasarkan tugas pokok dan
fungsi serta wewenang SMP Negeri 36 Jakarta, dimaksudkan untuk meningkatkan mutu
pelayanan bagi masyarakat ataupun industri dan dapat juga digunakan sebagai instrumen
pembinean dan pengawasan,

Dasar Hokum

Dasar hokum yang menjadi acuan pelaksanaan informasi layanan publik ini adalah

sebagai bertkur :

1. Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukasn Informasi Publik.

2. Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 wentang Pelayanan Publik.

3. PP Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan den Pencrapan Standar
Pelayanan Minimal,

4. PP Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata cara Pelayanan Publik

5. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomaor |5/™M PAN/2008 tentan Pedoman
Umum Reformasi Birokrasi,

6. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar

Pelayanan Publik.
7. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 36 Jakarta,

Sistem Penyajian
Sistematika penyajian Standar Pelayanan Informasi Publik SMP Negeri 36 Jakarta

ndalah schagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

A, Latar Belakang

B. Maksud dan Tujum

C. Ruang Lingkup

D. Dasar Hukum

E. Sistem Penyajian

BAB 11 STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
BAB [l INDIKATOR KEBERHASILAN
BAB [V MONITORING DAN EVALUASI
BAB V PENUTUP



BABII
STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PENGERTIAN

I

Informasi adalah keterangan, pemnyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung
nila, makna dan pesan, baik data, fakis meupun penjelasannya yang dapat dilihat,
didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elekironik maupun non
elektronik

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/itaun
diterima oleh Badan Publik vang dengan peayeienggara dan penyelenggarnan negara
dan/atau penyelenggara, den penyelenggaraan badan publik lainnya sesuai dengan
perundang-undangan serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
Pemohon Informasi adalah warga negara danfatau badan hukum Indonesia yang
mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomaor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

VISI, MISI, MOTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI

Visi :

Terwujudnya pelayanan informasi yang cepat, ramah, efektif dan efisien, akuntabel,
transparan dan kemunikatif (CREATIF) untuk memenuhi hak pemohon informasi

MHisi :

1.
2,
!‘1‘

Meningkatkan kualitas layanan informasi publik;

Meningkatkan profesionalisme SDM layanan informasi publik;

Meningkatkan sarana-prasarana dalam rangka efisiensi dan efektivitas layanan informasi
publik;

Meningkatkan pengelolaan informasi dan dokumentasi secara baik, efisien, mudah
dinkses.



Matao ¢
CREATIF dalam memberikan pelayanan informesi publik (Cepat, Ramah, Efekil &
Efisien, Akuntabel, Transparen dan Komunikstif).

Maklumat :

» Menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan,

» Memberikan informasi publik sesial dengan Undang-Undang No, 14 mhun 2008
tentang keterbukean informasi publik.

o Proaktf dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat sesuai dengan standar
pelayanan informasi yang berlaku.

» Bersikap adil, tidak diskriminatif dan berperilaku sopan santun dalam memberikan
layanan mformasi publik.

» Memanfastkan icknologi informasi yang mudah dizkses masyarakat.

o Menerima berbagai kritik, saran, dan pengaduan dari masyarakat atas layanan informasi
publik yang dinilai kurang memuaskan,

TUJUAN PENGUNGKAPAN INFORMASI
o Menjamin hak masvarakat untuk mengetahui rencana kebijakan dan program
perusahann serta proses dan alasan pengambilan keputusan.
s Meningkstkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan pengelolaan
instansi pemerintahan yang baik.
o Meningkatksn pengelolaan dan pelayanan informasi SMP Negeri 36 Jakarta untuk
menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

»  Mengembangkan pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

KLASIFIKASI INFORMASI
1) Biasa
s [nformasi kepada publik dalam bentuk keterangan resmi vang dikeluarkan oleh SMP
Negeri 36 Jakarta
» Bentuknya Sizran Pers, Szmbutan/Pidsto Kepala SMP negeri 36 Jokarta, Brosur,
Leaflet, Pengumuman, Newsletter, Website dan surat-surat berklasifikasi biasa.



o Pengaturan mekanisme dan akses terhadap Informasi Biasa tetap merupakan
kewenangan mangjemen SMP Negeri 36 Jakarta.
2) Terbatas
* Informasi kepada pihak yang berlsngsung berknitan dengan informasi terbatas atau
dicantumkan pada surat pengantar informasi bentuknya antara lain keputusan Kepals
SMP Negeri 36 Jakarta, surat perintah, surat fugas dan memo internal SMP Negeri 36

Jakarta.
» Melakukan pengaturan mekanisme distribusi informasi terbatas kepada pihak yang
langsung berkepentingan.
3) Rahasia.

o Informasi tidak diungkapkan kepada publik, karena dapat menghasilkan penilaian yang
salah terhadap kinerja SMP Negeri 36 Jakarta, merugikan kepentingan SMP Negeri 36
Jakariz dan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarts, pelanggan dan/atau melanggar
ketentuan perundang-undengan,

» Bentuknya antara lain, surat klasifikasi Rahasia (R), dalam hasil temuan audit, dokumen
hasil andit, keputusan rapat terkait kerahasiaan dan nama baik peserta didik, guru dan

tenaga kependidikan.

KLASIFIKASI INFORMASI
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PENGGUNA INFORMASI
1} Internal SMP Negeri 36 Jakarta dan Dinas Pendidikan Provinsi DK Jakarta
o Lengkap, Akurat dan tepat wakto
o  Tanpa membedakan klasifikasi informasi
o  Terkait Kinerja SMP Negeri 36 Jakarta
* Pendukung Pengambilan Keputusan

2} Publik dan stakeholder lainnya
*  Secara wajar
o  Memperhatikan klasifikasi informasi
»  Memperhatikan kepentingan SMP Negeri 36 Jakarta dan pelanggan
o Kebutuhan informasi yang diperiukan

KETERBUKAAN INFORMASI

1) Setiap Informasi Perusahasn bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna
informasi

2)  Setiap Informasi SMP Negeri 36 Jakarta harus dapat diperoleh setiap Pemohon
Informasi dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

3)  Informasi SMP Negeri 36 Jakarta yang dikecuafikan bersifat rahasia dan terbatas
» Sesuai Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum
o Didasarkan pada pengujian tentang konsckuensi yang timbul
» Dapat melindungi kepentingan Perusahaan yang lebih besar

HAK DAN KEWAJIBAN SMP NEGERI 36 JAKARTA SEBAGAI PENYEDIA
INFORMASI

1) Hak SMP Negeri 36 Jakarta adalah sebagai berikut -
o Menolak memberikan infonnasi yang dikecualikan
» Informasi publik yang tidak diberikan

Informasi vang membahayakan negara
Informasi berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dan usaha tidak sehat
» [nformasi berkaitan dengan hak pribadi



Informasi berkaitan dengan rahasia jabatan
Informasi belum dikuasai/didokumentasikan

2) Kewajiban SMP Negeri 36 Jakarta adalah sebagai berikut :

Memberikan informasi lembega selain yang dikecualikan secara akurat benar tidak
menyesatkan dan sesuai klesifikasi

Membangun dan mengembangkan sistem infonmasi dan sistem kearsipan
Membuat pertimbangan tertulis setiap kebijakan untuk memenuhi hak setiap orang
atas informasi publik SMP Negeri 36 Jakarta

Memanfaatkan sarana dan/atau media elekironik dan non elektronik

Pengelolasn dokumentasi informasi publik SMP Negeri 36 Jakarta sesuai
kebijakan

HAK DAN KEWAJIBAN PENGGUNA INFORMASI
1) Hak Pengguna Informasi adalah sebagai berikut:

L]

Memperoleh Inforrrasi publik yvang dikuasai SMP Negen 36 Jakarta

Mengajukan permintaan [nformasi publik disertai alasan penmintaan tersebut
Mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi publik
dari SMP Negeri 36 Jakarts mendapat hambatan atau kegagalan

Dapat memperoleh Informasi berdasarkan tate-cara yang ditentukan oleh SMP
Negeri 36 Jakarta

2) Kewajiban Pengguna Inforrnasi adalah sebagpi'benikut:

Menggunakan Inforarasi Publik sesuai kebutuhan

Mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang
digunakan untuk kepentingan sendiri mau pun untuk keperiuan publikasi
Membiayai sendiri atas informasi dan dokumen vang digandakan.

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAIN DAN DIUMUMEKAN SECARA
BERKALA

1) Infomasi yang wajib disediakan dan divmumbon secara berkala sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf a sekurang-kurangnya terdiri atas:
i Infomrasi tentang profil SMP Negeri 36 Jakaria vang meliputi:

1. visi dan misi



2. struktur organisasi
3. Prestasi
4. sumber daya manusia yang dimiliki dan
5. daftar nama dan alamat GTK
b. Ringkasan program dan/stau kegiatan SMP Negeri 36 Jakarta yang meliputi:
I. Kurikulum
2. RKAS
3. rencana strategis dan rencana kerja tahunan
4. pengumuman dan formas: Peserta Didik Baru
5. Pengumuman hasil penilaian kinerja
6. Program Sekolah
7. Kegiatan Ekstrakurikuler
8 Agenda Sekolah
¢. Hasil pelaksansan program dan kegiatan yang meliputi:
I. Ringkasan informasi mengenai kinerja SMP Negeri 36 Jakarta; dan
d. Ringkasan laporan keuangan yang meliputi:
. Laporan keuangan (Audited) tahun schelumnya;
2. Laporan realisasi anggarsn; dan
3. Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan;
¢. Informasi tentang prosedur Lavanan Informasi termasuk hak dan tate cam
memperoleh informasi, serta Laporan Layanan/Akses Informasi Publik yang
meliputi ;
1. Jumlah permintaan informasi yang diterima;
2, Waktu yang diperruntukan dalam memenuhi setiap permintaan informasi
3. Jumlah pemberian dan penolakan permintasn infonnasi; dan
4.  Alasan penolakan permintaan informasi,
{. Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atan ketetapan besérta rancangannya
yang mengikat publik yang dikeluarkan SMP Negeri 36 Jakarta yang meliputi:
1. Daftar rancangan dan tahap perumusa;
2. Daftar dokumen peadukung yang digunakan dalam proses perumusan; dan
3. Daftar peraturan, dan/atan keputusan yang telah disahkan atau ditetapkan



2. Informasi tentang tata cara memperoleh Informasi Publik, cara pengajuan keberatan
dan proses penyelesaian sengketa Informasi Publik

h. Informasi tentang pengumumean pengadzan barang dan jasa sesual dengan peraturan
perundang-undangan; dan

1, Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di
SMP Negeri 36 Jakarta

(2) Pengumurmnan secara berkaln sehagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-

kurangnya | (sam) kali dalam setahun

INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA

Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta merupakan informasi yang apabila
tidak segera divmumkan akan mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum,
dan harus divmumksn pada sast diperlukan tanpa penundaan sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.

INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETEIAP SAAT
Informasi yang wajib tersedia setiap saat merupakan informasi yang diberikan jika terdapat
penmintean informasi, vang sckurang-kurangnya terdiri atas :

i
b.

c.

F e Mop

Daftar Informasi Publik

Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan SMP Negeri 36 Jakarta
Seluruh informasi yang wajib disediakan daa divmurnkan secars berkala

Infomasi tentang organisasi, sdministrasi, kesiswaan, humas, sarpras, kepegawaian,
dan kevangan antara lain meliputi :

I. Pedoman pengelolann organisasi, administrasi, personil dan keuangan;

2.  Anggaran SMP Negeri 36 Jakarta seria laporan kevangannys; dan

3. Data statistik yang dibuat dan dikelola oleh SMP Negeri 36 Jakarta

Surat-surat perjanjian dengan pibak ketiga berikut dokumen pendukungnya;

Data perbendaharsan aten inventaris SMP Negeri 36 Jakarta

Agenda kerja pimpinan unit kerja SMP Negeri 36 Jakarta

Informasi mengenai kegiaten dan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan
SMP Negeri 36 Jakarta

Hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh SMP Negeri 36 Jakarta



Jo  Informasi Publik lain yang telah dinyataken terbuka bagi masyarakat berdasarkan
mekanisme keberatan dan/aa penyelesainn sengketa;
k. Pidato atau sambutan Kepala SMP Negeri 36 Jakarta; dan

. Informssi dan kebijakan yang disampaiksn pejabat publik dalam pertemuan yang
terbuka untuk umum

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

1) Informasi yang dikecualiken merupakan informasi yang bersifat rahasia, tidak dapat
begitu saja diumumkan atau diberikan kepada pemohon informasi dengan alasan tertentu,
scbagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang keterbukaan informasi publik.

2)  Informasi yang dikecualikan ditetapkan oleh PPID setelsh dilakukan uji konsekuensi

3)  Jenis informasi yang dikecualikan dievalussi secara berkala di setiap 6 (enam) bulan

PENYEDIAAN INFORMASI

1) Informasi publik depat diberiken melaln medim cetak, brosur, banner, papan
pengumiunan maupun media elektronik atau disajikan melalui website SMP Negen 36
Jakarta

2)  Informasi publik juga dapat diberiken melalui prosedur permohonan informasi

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN

Sesuai dengan pasal 21 undang-undang Republik Indonesia nomor 25 whun 2009 disebutkan
bahwa komponen standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi :
a. Dasar hukum

b. Persyarntan

Sistem mekanisme dan prosedur

Jangks waktu penyelesaian

Biaya atau tarif

Produk pelayanan

Sarana, prasarana dan/atau fasilitas hak kompetensi pelaksana
Pengawasan internal

L Penanganan pengaduan, saran dan masukan

e

o oom



J Jumlah pelaksana

k. Jaminan pelgyanan

l.  Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
m. Evaluasi kinegja pelaksana.

A. DASAR HUKUM

UUD 1945 Pasal 28 F menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi
dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan
sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan,
mengolah dan menyampaikan infomrasi dengan menggunakan segala jenis saluran
yang tersedia,

Undang-Undang Momor 14 Tahun 2008 pasal 13 tentang Keterbukaan Informasi
Publik, menyebutkan bahwa untuk mewujudkan pelsyanan cepat tepat, dan
sederhana setiap Badan Publik wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID), membunt dan margembengkan sistem penyediaan pelayanan
informasi secara cepal, mudah, dan wajar sesumi petunjuk teknis standar layanan
informasi publik yang berlzku secara nasional

Peraturan Pemeriatzh Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukann Informasi Publik

Peraturan Komisi [nformasi Nomor | Tehun 2010 tentang Swndar Layanan
Informasi Poblik

Undang-Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

B. PERSYARATAN

[
r
3.
4.

Warga Negara Indonesia;

Mengisi Formulir Permintaan Inforrnasi Publik;

Menunjukan KTP/ identitas lain dan melampirkan Fotocopy KTP/ identitas lain;
Pengguna Informasi Publk wajib menggunakan Informasi Publik dengan
mencaniumkean sumber dar mana memperoleh Informasi Publik, batk yang
digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publiknsi sesuni
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



C. SISTEM. MEKANISME DAN FROSEDUR
Permohonan informasi mengikutl prosedur sebagai berikut :

1.

2.

3.

Setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan permintzzn untuk memperoleh
informasi publik kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi terkait secara
tertulis atau tidak tertulis sertai alasan permintaan tersebut

Permintean disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor
pendaftaran diberikan sast penerimasn permintaan

Permintaan disampaikan melahii surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan
bersamsan dengan pengiriman nformasi

Permohonan informasi :

1.
2.

Permohonan informasi dapat dilskukan secara tertulis atau tidak tertulis dan

Datam hal permohonsn dizjukan secara terulis pemohon informasi harus mengisi
formulir permobonan informasi yang welah disediakan

Dalam hal permohonan dizfukan secara tidak tertulis atau melalul surat elektronik ppid
harus memastikan permohonen informasi tercatat dalam formulir permohonan

Format formulir permohonan menggunakan formuhr model F-1

Terhadap permohonan informasi dilakukan evaluasi oleh petugas informasi

Evaluasi permobhonan informasi meliputi pemeriksaan atau kelengkapan data pada
formulir permohonan yang meliputi ;

a Nama dan alamat pemchon informasi

b, Subjek dan format informasi

¢. Tujuan permohonan informasi dan

d. Cara penyampaian informasi yang diminta oleh pemohon informasi

Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada nomor (6) kurang lengkap, Peugas
Informasi dapat memints Pemohon Informast untuk melengkapi data pada formulir
permohaonan,

Permohonan yang telah dievaluasi dicatat oleh Petugas Informasi dalam register
permohonan dan kepada Pemohon Informasi diberikan tanda bukti permohonan
informasi.

Format register permohonan scbagaimana dimaksud pada nomor 4 menggunakan
formulir model F-2.



10, Permohonan informasi yang telah tercatat dalam register permohonan, diteruskan
kepada FPID.

11.PPID dapat langsung memberikan jawaban atas permohonan informasi atau
mendistribasikan kepada unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing
untuk menyiapkan jawabannya.

12. PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis yaog jewaban peilnohonan infonnasi
paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan siterima oleh Petugas Informasi
dan dapat diperpanjang 7 (tuijuh) hari kerja dengan memberikan alasan secara tertulis.

13. Unit kerja harus menyampaikan jawaban atas permohonan informasi kepada PPID
dengan memperhatikan jangka wak penyampaian pemberitahuan tertulis

14. Format pemberitahuan tertulis menggunakan formulir model F-3,

15. Dalam hal permohonan informasi ditolak, PPID wajib menyampaikan pemberitahuan
tertulis dan dilampiri Surat Keputusan PPID tentang Penolakan Permohonan Informasi.

16, Format Surst Keputusan PPID tentang Penolakan Peryrohonan Informasi
menggunakan formulir model F-4.

17.PPID dapat membebankan biaya untuk mendapatkan salinan mformasi kepada
Pemohon Informasi.

|8, Biaya yang dapat dikenakan kepada pemohon terdiri atas:

a. biaya penyalinan informasi publik; dan/atau
b, biays pengiriman informasi publik.

19, Standar biaya ditetapkan berdasarkan pertimbangan standar biaya yang berlaku umum
atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

20, Tata carn pembayaran biaya perolchan salman informasi dapat dilakukan secars
langsung atau melalui rekening resmi sesuni dengan peraturan perundang-undangan.

21. Dalam hal pembayaran secara langsung, wajib diberikan tanda bukti penerimaan
pembayaran biaya perolehan salinan informasi kepada Pemohon Infonnasi.



SOP PERMOHONAN INFORMASI
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Pengajuan Keberatan Permohonan Informasi

1)

2}

Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan

PPID dengan alnsan:

a. penolakan ams permohonan Informasi Publik

b. tidak disediakannya informasi berkala

¢. tidak ditanggapinya penmohonan Informasi Publik;

d. pemohonan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;

e, tidak dipenuhinya permohonan Informasi Publik;

[, pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau

g. penyampaian Informasi Publik yang melebihi wakiu yang diatur dalam
peraturan menteri ini

Dun keberstan digjukan oleh pemohon infornasi dalam jangks waktu paling

lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan



3)

4)

&)

Pengajuan keberatan dilakukan dengan cara mengisi formulir keberatan yang telah

disediakan

Dalam hal pengajuan keberatan disampaikan secara tidak tertulis, petugas
informasi wajib membantu pemohon informasi yang mengajukan keberatan untuk

mengisikan formulir keberatan

Petugas informasi wajib memberikan salinan formulir keberatan kepada pemohon
informasi yang mengajukan keberatan sebagai tanda terima pengajuan keberatan
Format formulir keberatan menggunakan formulir mode] F-4

SOP PENGAJUAN KEBERATAN
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PENYELESAIAN SENGKETA
Petugas informasi wajib mencatat pengajuan keberstan dalam registrasi keberatan
Format register keberatan menggunekan formulir model F-4
PPID menyampaikan formuliv keberatan yang telah dicatat dalem registrasi keberatnn
kepada atasan PPID
Atasan PPID wajib memberikan tanggapan secara tertulis atas keberatan yang diajukan

1.
F =
.



oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lembat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
dicatatnya keberatan tersebut dalem registrasi keberatan

SOP PENYELESAIAN SENGKETA
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Pelaporan dan Evaluasi Lavanan Informasi

1)

1)

PPID wijib membuat dan menyediakan laporan layanan informasi paling lambat 3 (tiga)
bulan setelah tahun pelaksanzan anggaran bergkhir.
Laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik, sekurang-kurangnya memuat:
2. Gambaran umum kebijakan pelayanan Infonmasi Publik;
b. Gambaran umum pelaksanzan pelayanan Informasi publik, antara lain:

1. Sarana dan prasmrana pelayanan Informasi Publik yang dimiliki beserta

kondisinya;

2. Sumber daya manusia yang menangani pelayanan Informasi Publik beserta



3)
4)

5)

6)

kualifikasinya; dan
3. Angparan pelayanan informasi seria laporan pengguftumnya;

¢. Rincian pelayanan Informasi Publik yang meliputi:

1. Jumlah permohonan Informasi Publik;

2. Waktu yang diperlulean dalam memenuhi setinp permohonan Informasi Publik
dengan klasifikasi tertentu;

3. Jumlsh permohonan Informasi Publik yang dikebulkan baik scbagian atau
seluruhnye; dan

4, Jumlah permohonan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya;

d. Rincian penyelesaian senghketa Informasi Publih meliputi:

1. Jumlah keberatan yang diterima; ,
2, Tanggspan etas keberatan yang diberikan dan pelaksanaanmys;
3, Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang
4. Hasil mediasi dan/stau keputusao ajudikasi Informasi yeng berwenang dan
peleksanasnnya;
5. Jumlah gugatan vang disjukan ke pengadilan dan
6. Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya;
Kendala eksternal dan internal dalam plaksansan layanan Informasi Publik;
f. Rekomendasi dan rescann tindak lanjut untuk menmgkatkan keabtas pelayanan
miformas:
PPID Daerah menyampaikan salinen laporan kepada PPID Pusat
PPID Pusst menyampaiken lsporan beserts lsporan PPID Deerah kepada Komisi
Informasi.
Menyampaikan informasi yang menjadi kewenangan dan tanggungiawabnya masing-
masing kepada PPID Pusat baik secara berkale setiep 1 (satu) bulan atau sewaktu-wakiu
apabila diperlukan.
Dalam melaksanakan kewajiban tiap-tiap unit kerja menetapkan petugas yang menangani
informasi dan dokumentasi schegai penghubung dengan PPID Puset



i e e ——
Anary
B | e Wesh
| | g
Ligtee [r—
| | | D h—-‘-|4 w7 I Falvighame Waits | Dutpa
| | . wobrnm Fom i
B | |
{ | i |
| Ve B s o | P Ve e Sangad wa
|y | g s _ PRSP My | | G st
TR e R Lown Lvwar ism Py b wof e dn
| it Lo Lrow tor Pt -
|
| |
| |
| .m | o i
W B
W EEE IR SR Lo i e gt 1 ¥ PR
| T | e | MEERANS)
. | oy | "
herm R W
L
mw
P TR g f ae e
e | e e |
i tux
P
AT
wrow
aEr Dediriwin
Hrm
|
|
I




Penyusunan Daftar Informasi Publik
SOP PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
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D. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Proses penyelesainn dalam memenuhi permintzan pemohon informasi publik dilakukan
setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;



b.

Wakiu penyelesaian dilaksanskan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja scjak
diterimanya permintsan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan
menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah
penguasaannys atau lidak, Dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7
(tujuh) hari kerja;

Penyampaian: informasi publik disampaikan secara langsung. melalui email, fax
alaupun jasa pos.

Pemberian pelayanan informasi publik dilaksanakan setiap hari kerja Senin s/d Jumat,
dengan pembagien wakiu sebagai berikut :

Waktu pelayanan informasi :

Senin 5.d, Kamis pukul 07,00 - 15.00 WIB

Istirahat pukul 12,00 - 13.00 WIB

Jumazt pukul 07.00 - 15.00 WIB

Istirahat 11.30 - 13.00 WIB

E. BIAYA/TARIF
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyedizkan informasi publik secara gratis
(tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan atau perekaman, pemohon informasi
publik dapat melakukan penggandssn dengan fotocopy sendiri disekitar gedung SMP
Negeri 36 Jakarta, atau memberikan CDVY DVD kosong atau flashdisk untuk perekaman data
dan informasinya

F. PRODUK PELAYANAN
Produk Informasi Publik yang tersedia di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
SMP Negeri 36 Jakarta, antara lain :

1.

I

o B I R

Profil SMP Negeri 36 Jakarta
Kurikulum SMP Negeri 36 Jekarta

Rencana Strategis SMP Negeri 36 Jakarta ,

RKA SMP Negeri 36 Jakarta

Agenda penting SMP Negeri 36 Jakarta

Dokumen kinera

Laporan Keusngan SMP Negeri 36 Jakarta (Audited)



B. Laporan Akses Informasi Publik
9. Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa
10, Tata Cara Permohonan Informasi Publik dan Penyelesaian Sengketa Informasi

. SARANA, PRASARANA DAN/FASILITAS
Standar sarana dan prasarana yang dimiliki oleh SMP Negeri 36 Jokartn untok
melaksanokan kegiatan pelayanan balk secars langsung atau pelayanan vang tdak
langsung terdiri gedung dan Jahan seperti ruang tata usaha, ruang personil, ruang keja,
laboratorium, ruang perpustakaan, ruang gure, ruang wakil, ruang kepala sckolah, ruang
kantin, rusng UKS, ruang ibadah, lahan parkir, steu lshan lain yang diperlukan untuk
menunjang kegiatan pelayanan SMP Negeri 36 Jakarta. Standar taia letak gedung termasuk
ruangan kerjn atau proses dan lahan distur dengan mempertimbangkan aspek lingkungan,
kebersihan, kerapihan, kenyamanan serta keamanan.
8. Lahen
Lahan merupakan sebidang tannh vang digunakan untuk mendirikan gedung SMP
Negeri 36 Jakarta yang meliputi:
1) Lahan bangunan adalah lahan vang diatasnya berisikan bangunan gedung
2) Lahan terbuka adalah lahan diatasnys tidak terdapat bangunan/gedung seperti
lahan parkir, taman atsu selasar.
b. Ruang
Ruangan yang digunakan untuk proses kegiatan SMP Negeri 36 Jakarta dan dapat
dikelompokkan menjadi :
1) Ruang Administrasi
Ruang administrasi ruang ini berfungsi untuk melaksanakan kegiatan kantor atau
sdministrasi susty organisasi, terdiri dari ruang direktur, ruang kepala bagian, ruang
kepala bidang, ruang para kepala seksi, kepala sebagian atau operator ruang penerimaan
contoh, lingkungan dan ruang pengadaan
2) Ruang Proses Layanan
Rusng proses pelayanan terdiri dari ruang ketja, ruang laboratorium, ruang
penyimpanan contoh, ruang penyimpanan arsip, ruang kelas, ruang perpustakaan dan



3} Ruang Penunjang
ruang penunjsng merupakan ruang vang berfungsi untuk mendukung kegistan
pelayanan diantaranya ruang kemar mandifioiles, aula, gedung dan lain-lain

Adapun kegintan khusus yang digunaksn untuk pelaksanaan teknik informasi dan data
pelayanan jasa teknis, kode etik pegawai serta pengadilan masyarakat di lingkungan SMP
Negeri 36 Jakarta adalah sebagai berikut :
1. Surat tertulis ke alamat :
Gedung SMP Negeri 36 Jakarta
J1. Pedati, Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakana Timur
KT Jakaria 13340
2. Surat elektronik ke alamat :
Website : hitps://smpnegerilbjakarta sch.ad//
Email : smpuegeni36 ] 2Eyakoo.com
3. Lisan stau telepon ke nomor (021) - 8197363

H. KOMPETENSI FELAKSANA

Kemampuan yang harus dimiliki tim pelaksans pelayanan informasi publik di lingkungan SMP
Negeri 36 Jakarta meliputi keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku. Pertama, setiap
pelaksana memiliki penguasaan materi (keahlian) dalam memberikan layanan kepada para
users (pengguna), terutama uniuk memabami substansi, materi dan peraturan yang berkaitan
sistemn, mekanisme, dan prosedur pelayanan data dan informasi publik dan setiap jenis layanan
jesa, Kedua, setinp pelaksana memiliki keterampilan dalam memberikan layanan deta dan
konsultasi kepada para users dalarn hal berkomunilasi dan menggunekan alat bantu seperti
fasilitas internet, LCD, komputer, .blanko, program aplikasi, dan peralatan lainnya. Ketiga,
setinp pelaksana memiliki perilaku yang baik dalam memberikan layanan data dan konsultasi
kepada para users antara lain: sopan santun, ramah tamah, dan menjaga kenyamanan pelanggan
serta mau menerima masukan saran dan kritik dan pelanggan. Keempay, setiap penyelenggara
layanan harus mempunyai performance / penampilan yang menarik dalam memberikan
layanan data dan informasi serta konsultasi kepada para users, amara lnin berpakainn yang
santun, rapih, bersih, cocok, serasi, sesuai ketentuan dan memberikan suasana lebih nyaman

kepada masyarakat pengguna.



I. JUMLAH PELAKSANA

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 2009 yang mensyaratkan bahwa penyel
enggarasn pelayanan publik sekurang-kurangnya meliputi:

8] pelaksana pelayanan;

b) pengelolaan pengadusn masyarskat;

¢) pengelolaan informasi;

d) pengawasan internal,

&) penyuluhan kepada masyarakat, dan;

f) pelayanan konsuliasi.

Berdasarkan kriterin sebagaimana dimaksod dalam UU tersebut, Tim Pelaksana Pelayanan
Publik SMP Negeri 36 Jakarta terruang dalam Surat Kepuotusan Kepala SMP Negeri 36 Jakarta

terdiri dari:

b.

1

2)

3)

Kepala SMP Negeri 36 Jakarta seisku atasan PPID dan pengawas mternal

Pemnbantu PPID selaku keta pelayansn informasi publik yang membantu pelayanan
publik dalam hal administrasi kesekretariatan

Pelaksana pelayanan informasi publik selaku pelayanan konsultansi, penyuluhan kepada
masyarakat, dan pengelolaan pengaduan masyamkst dan pengarsipan/dokumentasi
pelayanan informasi publik

PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan mtemal terhadap kinerja tim pelaksana pelayanan infonnasi publik
dilakukan oleh pimpinan satuan kerja, vaitu Kepala SMP Negeri 36 Jakarta untuk
memantau dan mengendalikan proses, pelaksansan, dan hasil/produk penyelenggarum
pelayanan publik di lingkungan SMP Negen 36 Jakarta

Pengawasan ekstemal terhadap kinerja pelayaman informasi publik dilakukan oleh
Komisi Informasi melalui pemeriksaan dan atao pemantauan tindzk lanjut pengaduan
masyarakal sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Mekanisme pemeriksasn dan atau pemantauan kinega tim pelsksana pelayanan
informasi publik dilakukan dengan dua cara. Perfama, secara langsurg melalui
pemeriksaan khusus, pemantauan langsung, pemutakhiran data dan rapat , koordinasi.
Kedwa, secara tidak langsung melalui surat menyurat dan komunikasi elektronik.



K. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Batasan atau miang lingkup penangsnan pengaduan masyarakal edalah pengaduan yang
ditujukan terhadap penyelenggarsan fugas pelayanan, pengelolaan administrasi serta etika
aparatur pada SMP Negeri 36 Jakarta, vang disampaikan secara langsung, tertulis/surat, melaui
media elektronik dan media cetak.
Kriteria pengaduan masyarakat yang ditangani antara lain: obyektif stau tidak bersifat fitrah;
pengaduan dimaksudkan untuk perbatkan; memberikan fakia dengan jelas dan lengkap;
memberitahukan indikesi pelanggaran, penyimpangan, penyelewengan, penyalahgunasn
wewenang, kesalahan stau kelemshan yang terjadi; menjelaskan tentang ketentuan yang
dilanggar; dan pelapor mencantumkan identitasnya secara jelas dan lengkap. Artinya, bukti
yang digunskan dalam penyelesainn pengaduan masyarskal herus relevan, kompeten,
memenuhi persyaratan dokumen, dan memenuhi persyaratan material.
Penanganan pengadusn masyaraket harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:
Pertama, techadap pelapor: memberikan pelayanan dan empati, hormat dan santun, tanpa
pamrih dan tanpa unsur pemaksaan; memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan
adil seria tidak diskriminetif; menjamin kerahasiaan identitas pelapor sesuai dengan peraturan
perundangan-undangan yang berlaku; menciptskan kenyamanan dan kearmmanan kepada
pelapor; memberikan penjelasan secara proporsional tentang perkembangan proses pengaduan
masyarakat vang ditangani. Kedua, terhadap terlapor melipati: (a) menjunjmg tinggi asas
praduga tidak bersalsh; (b) menghormati hak terlapor. Keriga, terhadap sesama aparatur
pemerintah yang menangani pengaduan masyarakal meliputi: menjalin kerjasama secara
kooperutif dengan unit kegja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan; menggalang
resa bersama; menghargai perbednan pendapat; dan saling membimbing, mengingakatkan, dan
mengoreksi.

Penanganan pengaduan masyarakal dapat dilakukan dengan cara ;

1) Pengadusn baik secara langsung atau melalui telepon, yaitu; menampung - pengaduan
dan atau memberikan infonnasi/penjelasan sebagal bahan masukan; mengecek kebenaran
materi pengaduan dan identitas pengadu; mencatst dan merumuskan materi pengaduan
secara tertulis; melakukan klarifikasi techadap pibek terkai] melakukan pemeriksean;
merahasiaken identitas pelapor,

2} Pengaduan melalui surat/media massa/faksimili, vaitu: meneérima dan mengagendakan;
meneliti pengadusn vang layak salur. mengelompokkan surat vang layak salur



berdasarkan jenis masalah dan Jokasi; membuat surat tanggapan yang ditujukan kepada
instansi erlapor untuk segere mendapat penaoganan; melakukan klarifikasi terhadap
pihak terkait, melakukan pemeriksann; dan merahasiakan identitas pelapor.

Tim pelaksana pelayanan pengadusn masyarakat harus menindaklanjuti pengaduan masyarakat
yang diterima, yaitu berupa :

1

2)
3)

4)

Pemberian sanksilbukuman berupa tindakan administrasi, tindakan tuntutan sesuai
ketentuan yang berlaku;

Penyerahan tuntutan/gugatan perdata atau pidana kepada pihak terkaitikepolisian;
Pengembalian nama baik terlapor apabila ternyata pengadusn tersebut terbukti tidek
benar;

Penyempumasn manajemen pelayanan pengaduan masysrakst oleh pimpinan atau

Pimpinan satuan organisasi atau Tim Pelaksanan Pelayanan Pengaduan Masyarakat yang tidak
menindaklanjuti pengaduan masyarakal sty melindungi aparatur yang melanggar sturan akan
dikenakan sanksi administratif dan staw sanksi lain sesusi dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku,

Tata cara pelaksanaan pengaduan dan tindak lanjut terhadap ketidakpuasan terhadap pelayanan
publik yang diberikan kepada instansi/ lembags atsy masyarakst penggunn dilaksanakan
dengan whapao sebegai berikut:

1)

2}

3)

4)

J)

b)

Pengaduan / saran / masukan yang disampaikan pihak pelapor harus dituangkan secara
resmi dalam bentuk terfulis dan ditendstangard oleh pimpinan instansi / lembaga yang
bersangkutan

Tim Petaksana Pelayanan Publik menerima laporan. adanya pengaduan/saran/masukan
yang dissmpaikan kepada SMP Negeri 36 Jakarts

[si laporan selanjutnya dipelajari oleh Tim Pelaksana Pelayanan Publik SMP Negeri 36
Jakarta untuk menentukan langlah-langkah yang diperlukan,

Tim tersebut melakukan penyetridikan untuk mengumpulkan bukti-bukti kebenaran atas
adanya pengaduan/saran/masukan dari pihak terteniu,

Pimpinan unit kegja memanggil tim yang bersangkutan untuk dimintai keterangan atau
penyampaian hak pembelasan jika berupa pengadusn ketidakpuasan masyarakat
pengguna.

Jika laporan pthsk tertentu barupa saran dan masukan, Tim harus melakukan rapat
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koordinasi dan konsultasi dengan pimpinan dalam rangka merespon dan menindaklanjuti
saran dan masukan tersebut.

Jika laporan pihak tertentu betupe pengaduan Ketidakpuasan pelayanan, maka atasan
langsung peleksana dapat mengusulkan penjatuban sanksi atas kelalaian pelaksana yang
bersangkutan secara bertahap, mulai dari teguran lisan peringatan/teguran secara tertulis,
sampai kepada penjatuhan sangsi sesuai ketentuan vang berlaku dan kebijakan pimpinan.
Penvelidikan terhadap kasus pengadusn dilakukan dengan mempertimbangkan aspek
perlindungan hukum dan kerahasiaan pelapor dan terlapor. Untuk i, pihak yang
mangtjukan pengadusn berhak memperoleh perlindungan hukum dan penjaminan atas
kerahasiaan identitasnya.

Penyelidikan terhadap setiap kasus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip kejujuran dan
objektivitas (apa adanya)"

Seluruh hasil penanganan pengaduasisaran/masukan pihak tertentu harus dilaporkan tim
pelaksana kapada Kepala SMP Negeri 36 Jakarta

Penanganan pengaduan, sarsq dan masukan dapat juga dilakukan Tim Pelaksana
Pelayanan Publik melalui atau menggrmakan fasilitas website, e-mail, dan telepon.

Tim pelaksana berwajib menan€gapi pengaduan tertulis oleh masyarakat paling lambat
14 (empat belas) hari sejak pengaduanl diterima, yang sekurang-Kurangnya berisi
informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan tertulis. Dalam hal materi aduan
tidak lengkap, pengadu melenglnpi materi aduannya selambatlambatrya 30 (tiga puluh)
hari terhitung sejak menerims mnggapan dari penyelenggam afau ombudonan
sebagaimana diinforrmasikan oleh tim pelaksana dan‘atau ombudsman. Dalam hal
berkas pengaduan tidak dilengkapi dalam waktu tersebut, maka pengadu dianggap
mencabut pengaduannya .

JAMINAN PELAYANAN

Jaminan Pelayanan SMP Negeri 36 Jakarta mengacu pada Kode etik pelayanan publik SMP
Negen 36 Jakarta yang tertuang juga dalam standar pelayanan publik sebagai berikut : Norma
Dasar Pribadi

Setiap Pelayan Publik dan Penvelenggam Pelayanan Publik wajib menganut, membind
mengembangkan, dan menjunjung tinggi norma dasar pribadi sebagai berikut:

Jujur, yaitu dapat dipercaya dalam perkataas dan tindakan,



Terbuka, yaitu transparan dalem pelaksanaan tugas dan pergaulan intemal meupun
cksternal,

Berani, yaitu bersikap tegas dan resional dalaim bertindak dan berperilaku serta dalam
membuat keputusan demi kepentingan negara, pemerintah, dan organisasi;

Tangguh, yaitu tegar dan kuat dalam menghadapi berbagai godaan, hambatan, tantangan,
ancaman, dan intimidasi dalam bsnfuk apgpun dan dari pihak manapun;

Berintegritas, yaitu memiliki sikap dan tingkah laku yang bermartabat dan bertanggung
jawab;

Profesional, yaitu melalrukan pekerjean sesuni dengan tugas den atau keahlian serta
mencegah terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksean wgas;
Kompeten, yaitu cakap, mampu, tangkas, berpengetahuan, dan ahli sesuai kriteria dan
ukuran dalam suatu jenis bidang pekerjaan tertentuy;

Tangkas, yaitu melakukan pekerjaan dengan cepat, tepat. dan akurat

Jeli, yaitu melakukan pekerjaan dengan tchiti dan mampu memandang potensi
permasalahan kerja serta menemukan pemecahan yang sesuai;

Independen, yaitu tidak terpengaruh dan bersikap netral dalam melaksanakan tugas; dan
Sederhana, vaitu berikap wajar dan atau tidak berlebihan dalam tugas dan kehidupan
senari-hari

Standar Perilaku
Setiap Pelayan Publik dan Penyelenggars dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus
berperilaku sebagai berikut:

a.

b.

Adil dan tidak diskriminatif;

Bersikap conmat, santun, dan ramah,

Tegas handal, cepat, dan tepat;

Profesional;

Tidak mempersulit; dan

Membuka diri. bersikap simpatik, dan bersedis menampung berbagar knitik, protes,
keluhan, serta keberatan dari penerima manfast layenan.



Kewajiban Pelayan Publik
Peliyan Publik wajib :
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14,

Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang
Tugasnyd masing-masing;

Meughindari perbustan stau tindakan yang dapat berakibar menghalangi mtau
mempersulit salah satu pihak yaag dilayani;

Bersikap dan bertingkah laku sopan saptun terhadap masyarakat namum tegas,
responsif, transparan dan profesional sesuai ketentuan yang berlaku;

Melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan yaag diberikan oleh
penyelenggnra;

Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelayanen sesuai dengan
peraturan perundeng-undangan,

Menjunjung tinggi nilai-nilai, akuntabititas den:integritas institusi penyelenggara;
Terbuka untuk menghindari benturan kepentingan;

Proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;

Memberikan pelayanan sesuni dengan prosedur yang berlaku;

Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan ssas penyclenggarsan
pelayanan publik;

Melaksanakan pelayanan scsuai dengan standar pelayanan Membanty masyarakat
dalam memahami hak dan tanggung jawabnya sebagai penerima pelayanan publik;
Mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan
pelayanan publik;

Melaporkan herta kekayean, bagi verg wajib menyampaikan Laporan Harts Kekayaan
Fenyclenggara Negara (LHION);

Melaporkan gretifikasi pads Komisi Pemberantasan Korupsi selambat-lambatnya 30
heari setelah menerima

Larangan Pelayanan Publik
Pelayan Publik dilarang :
1. Melakukan praktik Korupsi, Xolusi dan Nepotisme (KKN),
2. Melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian masyarakat;
3. Mempergunakan kewenangan untuk melakukan tindakan yang memihak atau bersikap



diskriminatif dan pilih kasih (favoritisme) kepada kelompok tertentu/perorangan;

4. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugas untuk
kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;

5. Meminta dan atau menerima pembayaran fidak resmi atau pembayaran di luar
ketentuan yang berlaku seperti pemberian komisi, dana ucapan terima kasih, imbalan
(kickback), sumbangan atau sejenisnya yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi;

6. Membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirmhasiakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;

7. Menyalahgunakan kewenangan jabatan secara langsung dan atau tidak langsung;

8. Menghilangken, memalsukan, dan atsu merusek aset negara atou dokumen milik
negaraorganisasi yang berhubungan dengan pelayanan publik:

9. Memanfaatkan sarans dan prasarena milik negara untuk kepentingan pribadi;

10, Membocorkan rahasia negarm yang diketahui karena kedudukan dan atau jabatan untuk
kepentingan pribadi, polongan, atau pihak lain; dan Melakukan kegiatan sendiri dan
atau bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang fnin dalam lingkup
tgasnya dengan wjuan untuk keuntungan pribedi, golongan, etau pihak lain yang
secars langsung stau tidak langsung merugikan negira.

M. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN

Di samping jaminan pelayanan tersebut distas, masyarakat pengguna juga mendapat jaminan
keamanan dan keselamatan pelayanan yang diwujudkan datam bentuk komitmen atau kepastian
untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, risike keragu-raguan.

N.  EVALUASI KINERJA PELAKSANA

Evaluasi kinerja pelsksana pelayanan informasi publik SMP Negeri 36 Jakarta dilakukan
melalui penilaian hasil penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggam
sendiri bersama dengan pihak terkait yang ditetapkan bersama berdasarkan kebijakan
pimpinan, atau oleh pihak lain atsu permintasn penyelenggara untuk mengetahui gambaran
pelayanan dengan menggunaknn mekanisme penilaian tertentu evaluasi kinerja pelaksana
secura detail tercantum daiam bab berikutnya.



BAB Il
INDIKATOR KEBERHASILAN

Untuk mengetabui bahwa standar pelavanan informasi publik telah diimplementasikan dengan
baik dan benaro diperiukan indikator keberhasilan. Dalam mdikator keberhasilan ini tertuang
berbagai indikator dan ukuran ketercapaian minimal sésuai dengan komponen yang ada dalam
pelayanan informasi publik. Indikator keberhasilan tsb antara lain adalsh :
2. Ada bentuknya sistem Iayanan informasi publik yang baik
b. Adsnya mekanisme dan standar operasional prosedur dalam pelayanan informasi
publik
¢. Adanya mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesainn sengketa informasi
d Terpenuhinya kompetensi SDM unit pelaksana pelavanan informas: publik SMP
MNegeri 36 Jakarta yang memadai
e. Tersedianya sarana dan prasarans pendukung pelayanan informasi publik yang nyaman
dan mudah diskses oleh masyarakat
f. Diterapkannya monitoring dan evaluasi dalam manajemen sistem pelayanan termasuk
di dalamnya tidak tindak lanjut techadap pengaduan masyarakat



BAB IV
MONITORING DAN EYALUASI

Delam pelaksansan kegiatan pelsyanan SMP Negeri 36 Jakarta, periu dipastikan bahwa
kegintan pelayanan tersebut dilahkan sesuni dengan pengelolasn dan prosedur standar SMP
Negeri 36 Jakartn yang relah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian masyarakat dapat
merasakan dampak positif dari pelayanan yang diberikan oleh SMP Negeri 36 Jakarta.

Oleh karena itw, untuk memastikan bahwa pelayanan telah diberikan secara konsisten sesuai
dengan standar yang berlaku maka dilakukan suatu kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja
pelayanan SMP Negeri 36 Jakarta. Kegistan dan evaluasi tersebut bertujuan untuk
mengendalikan sistem mansjemen pelayanan SMP Negeri 36 Jakarta sehingga dari hasil
tersebut dapat dilakukan seatu tindaknn peningkatan ataupun perbaikan pelayanan SMP Negeri
36 Jukarta yang akhirnya dapat mencapai sasaran SMP Negeri 36 Jakarta yang telah ditetapkan
sebelumnya.

Monitoring dan evaluasi diarahkan terhadap kinerja SMP Negeri 36 Jakarta untuk melayani

masyarakat secara bersih, transparan, profesional dan dengan budaya kerja yang baik.
Monitoring dilahrkan baik secara internal ataupun secara etsternal.

Salah satu komponen monitoring ataupun evaluasi adalah:
l. Kinerja SMP Negeri 36 Jakarta termasuk termasuk disiplin pelaksana kegiatan,
pencapaian waktu pelayanan yang telah ditetapkan
Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan
Tindaklanjut dari keluhan masyarakat
Konsistensi penerapan standar proses atau prosedur vang telah ditetapkan

A B W

Keunngan

Monitoring intemal ini dilakukan secara periodik minimal 1 kali dalam setahun. Untuk
mengetahui kinecja SMP Negeri 36 Jakarta vang diberikan kepada masyarskat dilakukan
dengan cara menyebarkan kuesioner yang dievaluasi setiap satu tnhun sokali.

Kuesioner tersebut berisi tentang penilaian masyarakat terhadap layanan SMP Negerd 36
Jakarta seperti:



1. Kehandalan (profesionalisme petugas keramshan petugas dalam melayani, kejelasan
informasi vang diberikan oleh petugas yang melayani)

2. Empati (kemudahan mendapatkan informasi progress pelaksanaan pekerjaan,
penjelasan  informasi hasil pekerjaan, evaluasi hasil pekerjaan, kemudahan
administrasi)

3. Buksi fisik (ketersediaan saruna dan prasarana yang memadai, kenyamanan ruang

4. Daya tanggap (kecepatan pelayanan petugas, daya tanggap petugas, respon terhadap
komplain)

5. Jaminen (ketepatan waktu penyelesaian pekerjean)

Berdasarkan hasil kuesioner tersebut, SMP Negeri 36 Jokarta dapat melakukan evaluasi
techadap kinerja schingga diperoleh indeks kepuasan pelanggar yang diharspkan dapat menjadi
dasar untuk meningkatkan muty pelavanan kepada masyarakat, Selain evaluasi dari kuisioner
tersebut, evalussi juga dilakukm terhadap keluhan yang diterima dari masyarakat baik melalui
telepon, email ataupun yang disampaikan langsung oleh masyarakat.

Indikator keberhasilan monitoring dan evalusai dapat dilihat dari:

1. Meningkatnya disiplin, prestasi dan pencapaim sasaran atau target SMP Negeri 36
Jakarta
Tercapainya keteraturan, keterbukaan dan kelancaran pelaksanzan kegiatan pelayanan
Meningkatnya kepatuhan terhadap standar proses atau prosedur yang telah ditetapkan
Menurunnya tingkst pemborosan, kebocoran dan atau tindakan kurang disiplin
Cepatnya penyelesaian pelayanan kepada masyzarakat
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BABY
PENUTUP

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik SMP Negeri 36 Jakarta ini
bersifat dinamis dan disusun untuk dijedikan pedoman bagi pengelola, guru dan pegawai
SMP Megeri 36 Jakarta serta pihak lain yang berkepentingan dalam menjalankan dan/atau
mengevaluasi pelaksanaan kegiaan layanan kepada masyarakat di lingkungan SMP Negeri 36
Jakarta. Perubahan yang diakibatkan oleh yang pesat serta peraturan dapat dilakukan sesuai
ketentuan yang berlaku.

Hal-hal yang belum diatur dalam standar pelayanan informasi publik SMP Negeri 36 Jakarta
mi diserahkan kepada SMP Negeri 36 Jakarta sesuai peraturan yang berlaku. Kepala SMP
Negeri 36 Jakarta bersama dengan seluruh pegawai secara transparan dan bertanggung jawab
melaksanakan visi, misi dan program SMP Negeri 36 Jakarta yang dimanfaatkan oleh pihak
yang berkepentingan.

Ditetapkan di : Jakaria
—Pads{anggal : 8 Juli 2024
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